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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, mengatur pada Pasal 3 bahwa
seorang Notaris dan PPAT adalah salah satu pihak pelapor apabila ada transaksi yang dianggap
mencurigakan, karena profesi notaris dan ppat sering kali jasanya digunakan oleh para pelaku tindak pidana
pencucian uang untuk memuluskan kegiatan mereka, berdasarkan ketentuan ini Notaris dan PPAT yang
mengetahui terjadinyatindak pidana pencucian uang wajib melaporkan tindak pidanaitu ke Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaks Keuangan PPATK . Sesuai ketentuan Pasal 4 PP tersebut, Notaris dan PPAT wajib
menerapkan prinsip Isquo;mengenal pengguna jasarsquo;. Terkait permasalahan ini, dimananotaris dan
ppat sebagai sebuah profesi yang memberikan jasa yang salah satunya adalah membuat akta diantara para
pihak sangat dimungkinkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, namun fakta hukum
menunjukkan bahwa di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik dan di dalam Peraturan Jabatan
Pembuat Akta Tanah tidak ada satu pasal pun yang membahas mengenai prinsip pengguna jasa, meskipun
ada kemungkinan Notaris dan PPAT akan berhadapan dengan pihak yang melakukan transaksi dengan
sumber dana berasal dari tindak pidana pencucian uang. Namun jika ditinjau peran Notaris sebaga sebagai
pejabat umum yang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menuangkan kehendak atau keinginan
mereka ke dalam bentuk akta autentik adalah suatu jabatan kepercayaan, dan PPAT selaku pejabat umum
yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai
hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, oleh karenaitu Notaris dan PPAT harus
mempunyai harkat dan martabat yang tinggi karena harus menyimpan rahasia, menuangkan kehendak
mereka dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak sehingga dapat mencegah terjadinya
sengketa perselisihan diantara para pihak.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak
pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang merupakan peraturan

pel aksanaan dari Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang, mengatur pada Pasal 3 bahwa seorang Notaris dan PPAT adalah salah satu pihak
pelapor apabila adatransaks yang dianggap mencurigakan, karena profesi notaris dan ppat sering kali
jasanya digunakan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk memuluskan kegiatan mereka,
berdasarkan ketentuan ini Notaris dan PPAT yang mengetahui terjadinyatindak pidana pencucian uang
wajib melaporkan tindak pidanaitu ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaks Keuangan PPATK . Sesuai
ketentuan Pasal 4 PP tersebut, Notaris dan PPAT wajib menerapkan prinsip |squo;mengenal penggunajasa
rsquo;. Terkait permasalahan ini, dimana notaris dan ppat sebagai sebuah profesi yang memberikan jasa
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yang salah satunya adalah membuat akta diantara para pihak sangat dimungkinkan untuk menerapkan
prinsip mengenali pengguna jasa, namun fakta hukum menunjukkan bahwa di dalam Undang-Undang
Jabatan Notaris, Kode Etik dan di dalam Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah tidak ada satu pasal pun
yang membahas mengenai prinsip pengguna jasa, meskipun ada kemungkinan Notaris dan PPAT akan
berhadapan dengan pihak yang melakukan transaksi dengan sumber dana berasal dari tindak pidana
pencucian uang. Namun jika ditinjau peran Notaris sebagal sebagal pejabat umum yang mendapat
kepercayaan dari masyarakat untuk menuangkan kehendak atau keinginan mereka ke dalam bentuk akta
autentik adalah suatu jabatan kepercayaan, dan PPAT selaku pejabat umum yang diberi kewenangan untuk
membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun, oleh karenaitu Notaris dan PPAT harus mempunyai harkat dan martabat yang
tinggi karena harus menyimpan rahasia, menuangkan kehendak mereka dengan amanah, jujur, seksama,
mandiri dan tidak berpihak sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa perselisihan diantara para pihak.
...... Government Regulation No. 43 Y ear 2015 concerning the Reporting Party in the Prevention and
Eradication Criminal Act of Money Laundering is the form of the Regulations of Law Constitution No. 8

Y ear 2010 on the Prevention and Eradication Criminal Act of Money Laundering, set in Article 3 that the
Notary and Land Deed Official are both of the complainant if there is a transaction that considered as
suspicious, because the Notary and Land Deed Officia often widely use by the perpetrators to expedite their
activities, by this provision the Notary and Land Deed Official who knows the activities have obligation to
report the criminal act to Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center INTRAC
According to the provision Article 4 in the Government Regulation, the Notary and Land Deed Officia
must be applying the Isquo Know Y our Customer rsquo principle.Related to thisissue, which the Notary
and Land Deed Official as a profession that provide services, which one of it isto create a deed between the
parties, Isquo Know Y our Customer rsquo principle is highly applicable. However, legal facts show that in
the Law of Position of Notary, Code of Conduct and in Government Regulation of Position of Land Deed
Officia none of single article that discussed the Customer Principle, athough there are some possibilities
that the Notary and Land Deed Official will be dealing with the parties to a transaction with funds derived
from money laundering.However, Notary role as a public official who receive a trust from community to
express their will and desire into authentic deedsis a position of trust, and Land Deed Officia as public
officia to create land transfer and security deeds in accordance with the law made authentic deeds, therefore
the Notary and Land Deed Official must have the very high dignity to keep the confidential matters, express
their will and desire with trustworthy, honest, thorough, independent, impartial to prevent disputes between
the parties.



